BABII
HAK DAN KODE ETIK PEMILU

2.1 Pengertian Hak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang
sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk
berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan

sebagainya), kekuasaan yang be atas sesuatu atau untuk menuntut

sesuatu, derajat atau martab ang menurut hukum. Seperti hak

untuk hidup, hak me layak, hak mendapatkan

pendidikan, hak maupun tulis, hak

muda usianya

ewajiban, wa

formal pada ta

merupakan bagian dari fitrah manusia. Selain itu, hak juga berkaitan dengan

wi n eri@hil ses h hak
HINCIMAM BONJIOL...
ditetapkan dalam ajf-u ag\ s kewenangan lembaga
tertentu dalam mengmmtﬁi kesejahteraan umum.
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Pada masa lampau, khususnya di zaman pertengahan, istilah ius lebih
dipahami sebagai kemampuan atau kebiasaan seseorang dalam menguasai
sesuatu, bukan sekadar kepemilikan atas suatu benda. Dari perspektif ini,
hak bersifat subjektif dan merupakan refleksi dari hukum objektif. Dengan
kata lain, hak adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu
setelah mereka memenuhi kewajibannya (Bertens, 2007).

Pengertian hak menurut para ahli dapat dibagi menjadi beberapa

pandangan berbeda, tetapi se mum, hak diartikan sebagai bentuk

kebenaran, kepemilikan, saan, derajat, dan sah menurut
hukum. Berikut bebe
a. Menurut Soe

(relatif)

a jenis: hak searah

hukum

hak dalz

. Dalam hal 1
lain. Dan kewajiban adalah s€ ewajiban untuk memberikan sesuatu
yang harus diberikan dari bagian tertentu. Dalam hal ini tidak dapat

UINIMAM BONJOL. -

Kewajiban juga diartikan sebagal sesuatu yang harus dilakukan

(RahardjoSatjipPA D A N G
d. Menurut Prof. RM.T. Sukamto Notonagoro, hak adalah suatu kuasa untuk

menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau
dilakukan. Dalam hal ini tidak dapat dilakukan dan diterima oleh pihak
lain (Sukamto & Notonagoro, 1971).
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Dengan demikian pengertian hak menurut para ahli menunjukkan
bahwa hak memiliki variasi yang luas dan kompleks, tetapi secara umum hak
diartikan sebagai kebenaran, kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan yang

melekat pada kehidupan manusia (Ayu, 2022).
Menurut Roscoe Pound definisi hak ada 5 yaitu:

1. Hak Sering kali digunakan dalam arti kepentingan."hubungan yang
dirasakan secara subyektif yang berasal dari kebutuhan, antara orang

yang merasakan kebutu

Lobjek; yaitu, objek yang menjadi
tujuan dari kebutu ' dan melalui mana, dengan
penggunaan a3 ngkin, itu akan atau

mungkin

Hak dig psi oleh hukum

untuk engakua a

dS

dirancang untu

dalah untuk mena3a I kondisi kekebal3 filkum dari

pertanggungjawaban atas apa ye
garan ajibangKa ka S tigdalam belaan
UINIMAM. BONJOL..
kekuasaan alamgjah seseo - gebuah kopsepsi negatif yang dalam
buku-buku IngﬁnﬂﬁANe@an."Tetapi "kebebasan"

ini tampaknya hanya merupakan cara negatif untuk melihat agenda

g menurut pandangan lain merupakan

fakultas yang positif, yang, tentu saja, dapat dilakukan sebagai
pelaksanaan kepribadian seseorang, kecuali /jika hukum dapat

membatasinya untuk mengamankan kepentingan lain.
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5. Hak, sebagai kata benda, juga digunakan dalam arti etis murni dari apa
yang adil, sehingga, bahkan dalam pidato hukum, kita tidak jarang
mengatakan seseorang memiliki "hak" atas ini atau itu karena, tanpa
klaim yang pasti, kita merasa bahwa atas dasar kesetaraan, kita harus

melihatnya memiliki hak tersebut (Pound, 1915).
2.1.1 Hak Asasi

Hak Asasi Manusia (HA merupakan hak-hak mendasar yang

dimiliki setiap individu sejak nemandang perbedaan seperti ras,

agama, jenis kelamin, 3 ibersifat universal dan tidak
dapat dicabut, kane i 3 r at manusia itu sendiri.

ernasional serta

apapun didunia ini yang dapa butnya. Meskipun demikian bukan

berarti manusia dengan hak haknnya dapat berbuat semaunya, sebab apabila

UINIMAM BONJIOL.
~  PADANG

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Hak Asasi Manusia
(HAM) adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu dan dilindungi secara

internasional, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak ini
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mencakup hak untuk hidup, kebebasan, kemerdekaan, kebebasan

berpendapat, hingga hak untuk memiliki sesuatu.

1. Pengertian HAM Menurut Para Ahli
1. John Locke (1968)
Menurut John Locke, HAM adalah hak kodrati yang langsung
diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Karena sifatnya yang

mendasar dan suci, tidak ada kekuatan di dunia yang dapat

mencabut hak terseb

enyatakan bahwa HAM

usia. Tanpa hak

menurut unda er 39 tahun 1999

HAM adalah seperangka yang melekat pada diri manusia

ebagai _ciptaan tuhan_ yan a esa Hak tersebut merupakan
Ul NAMAM. BONJOL

Pengertian HAM Menurut Hukum Nasmnal

Dalam kontgks a, sasi Manusia (HAM)
didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang HAM, yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihormati,
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dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap
individu demi menjaga harkat dan martabat manusia. Dari ketentuan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang bersifat
alami dan tidak dapat dicabut oleh manusia lain. Hak ini melekat sejak lahir

dan merupakan bagian dari martabat setiap individu.
3. Pengertian HAM dalam Hukum Internasional

asal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi

n Rights/DUHAM) menyatakan

Dalam hukum internasiona

Manusia (Universal Declar

i martabat serta hak
ni, serta harus
n." Pernyataan
k memandang
¥, atau latar nuntut adaaa
ati serta menj i setiap i@

born free and eq igni g
and conscience™e

kan

akal

bat dan hak yar
knya aul s : angat
aha ntan§ / ' ) juga
gn International il Political
Righ (€ iasi olg a 1Me -Undang
Nomd ahun 2005. D2 ebut disebutka a "these

rights derive from the inherent @ y of the human person", yang berarti

bahwa hak-hak tersebut berasal dari martabat manusia yang melekat secara

HAM merup y imjliki gleh setigp individu sejak lahir dan
tidak dapat dicabut eh Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) melalui berbagai deklarasi dan perjanjian internasional, tanpa

membedakan ras, suku, agama, atau status sosial.
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Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

1) Hak Pribadi (Personal Rights) Meliputi kebebasan dalam berpendapat,
beragama, beribadah sesuai keyakinan, serta hak untuk berorganisasi
atau berserikat.

2) Hak Kepemilikan (Property Rights) Memberikan kebebasan kepada
individu untuk memiliki, menjual, membeli barang atau jasa, serta
membuat perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan.

3) Hak Kesetaraan Hukum (Rights of Legal Equality) Berkaitan dengan hak

untuk mendapatkan perlakus ang sama di mata hukum, tanpa

diskriminasi.

4) Hak Politik (Politie dividu untuk berpartisipasi

n umum, mendirikan

Atribusi

Istilah atribusi berasal dari bahasa Latin ad tribuere, yang berarti
"he afl k DR m ek egliy
HINIMAN BONJIOL....
wewenang kepad anfi t batan yang dibentuk
berdasarkan UndaEA n\m‘ﬁoleh atribusi wewenang

langsung dari UUD. Misalnya, Presiden Republik Indonesia mendapatkan

Hukum

atribusi wewenang untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana diatur
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dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Selain itu, atribusi juga diberikan kepada

berbagai lembaga negara lainnya sesuai dengan ketentuan konstitusi.

Dalam praktiknya, atribusi sering disebut sebagai Original Legislator
karena berkaitan dengan pemberian wewenang asli yang bersumber dari
hukum. Jabatan yang dibentuk oleh undang-undang (UU) memperoleh
atribusi yang ditetapkan oleh regulasi tersebut. Contohnya, UU No. 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur atribusi wewenang bagi

Gubernur, Bupati, dan Wali Ko ana tercantum dalam Pasal 25 dan

seterusnya.

i dalam Hukum Tata

membuat 0 : dari peraturan

arti materiil. B tribusi menjalli
a menetapkan sug 5a

#kum yang berlak¥

€na

ndiri. Dalam [ itang
U No.

adalah
Bad 2 Lo Al dutusan
berd t, dapat
disi Pahwa wewe ewenang ¥ 2kat pada

lain. Oleh

suatu jabatan tertentu dan b pelimpahan dari piha

karena itu, pemahaman yang jelas mengenai atribusi sangat penting dalam

UINFIMAM"BONJOL

Hak Atribusi adalah pemberian izin pemerintah oleh pembuat
undang-undang keP AGAN@‘J hukum administrasi
negara, atribusi merupakan proses pengugasan wewenang yang langsung
bersumber dari undang-undang, dimana pembuat undang-undang
memberikan kewenangan tertentu kepada badan dan/atau pejabat

pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan.
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2.2 Kode Etik
2.2.1 Pengertian Kode Etik

Kode etik terdiri dari kata “kode” dan “etik”. “Kode” berarti tanda yang
memiliki makna dan disepakati bersama, sedangkan “etik” berasal dari
bahasa Yunani “ethos” yang berarti watak, cara hidup, dan adab. Kode etik
merupakan suatu sistem norma, nilai serta aturan profesional secara tertulis
yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak

benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat pengertian kode

etik adalah suatu pola atu ,, tanda, pedoman etis di dalam

melakukan suatu kegia jaan. Kode etik berhubungan

dengan perilaku se

k arah moral

moral profesi

Dengan dem

self regulation

denga control”, kare ya dibuat dan pkan dari

dan untuk kepentingan kelompok

etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
UIN IMAM-BONJOL

etik menurut para ahli memiliki beberapa definisi seragam dalam artinya,

meskipun masing-npﬁn@A(N Gberbeda. Berikut adalah

beberapa definisi kode etik menurut para ahli:

il (profesi) itu sendiri. Sedanglan Kode
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a) Menurut KBBI

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok
tertentu sebagai landasan perilaku.
b) Menurut UU

Dalam Pasal 1 butir 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2011, kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan
untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta

perilaku hakim dalam menja tugas profesinya dan hubungan

kemasyarakatan di luar kedi

kelompok

bagaimana

Kode etik adalah sepé prinsip etik yang disusun atau

dirumuskan oleh anggota anggota kelompok profesi, yang merupakan cermin

UINIMAM-BONJOL
tindakan profesi (Nur'aini, 2018
S ¥ ¥ ¥ e

Secara teoritis, etika dan hukum adalah dua entitas yang sangat
berkaitan, tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika berada pada tataran

norma dan asas, sedangkan hukum merupakan pengejawantahan hukum



29

yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Pelanggaran etika secara sosiologis

mendapat celaan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum.

Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri
merupakan pengejawantahan hukum yang telah diberi sanksi dan
diformalkan. Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang
berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang. Dalam konsepsi
tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas, dengan demikian posisi

etika adalah jauh di atas hu ikasinya, pelanggaran etika secara

sosiologis mendapatkan kan lebih dari pelanggaran

hukum (Heryansya

ri tiga dimensi
utama, yait i 2 )i 1 an dan luasnya

urut beberaa

dari

nasi
dgama
antara
etik " 3 j g lebih

luas ukum 2rupakan

pelang@dran etika, tetapi tidaF ggaran etika dapat"®Kategorikan

sebagai pelanggaran hukum. Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, Earl
lﬂ rgph kagmb 't W, the sga o o5, .
lMta:lmaM bﬂQMJQdLalam
lingkup etika dan ti mﬂg i moral yang lebih luas.
Kesadaran dalam IVE\ hi ti mﬁeran dalam membentuk
kesadaran manusia untuk mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum

tidak hanya didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi, tetapi juga karena
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kesadaran diri bahwa hukum dan peraturan yang ada bersifat baik dan harus

dipenuhi.

Paulus Harsono berpendapat bahwa dalam perilaku manusia, etika
berfungsi sebagai pagar preventif yang membatasi tindakan baik dan buruk
sebelum masuk ke ranah hukum. Dengan kata lain, etika berperan sebagai
mekanisme koreksi agar penyimpangan perilaku dapat dikendalikan sebelum
sampai pada proses hukum. Dengan demikian, sistem etika menjadi lapisan

pertama dalam menjaga morali akat, sedangkan hukum berperan

sebagai mekanisme tera elanggaran yang lebih serius.

Di kaitkan dengan tan-jabatan publik dan
profesional ik, pengendalian

perilaku

makna

Dalam

dikenal
dengan istilah siyasah syar’1y irut Al-Mu’jam al-Wasith, istilah

siyasah merujuk pada tindakan mengelola urusan negara dan masyarakat

PINCIMAM BONJOLE:
sydr 1iyyah berarfl KebijaKan pemerinta yang berlandaSkan Syarlat Islam
guna mencapai ke h anN ®kata dusturiyah berasal
dari dustir, yang drE &5 ab b ti ﬁusi atau undang-undang
dasar. Dengan demikian, siyasah dusturiyah dapat diartikan sebagai politik

konstitusional, yakni sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip

hukum dan konstitusi dalam
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mengatur negara serta kehidupan masyarakat. “Saasa an-naasa siyasatan,
yakni memegang kepimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika
dikatakan: “Saasa al-umura, artinya mengatur dan memperbaikinya
(perkara-perkara tersebut). "Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siyasah
bahwa; “Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan

mengambil manfaat darinya.

Kata Dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari

bahasa persia yang artinya seseg

ag memiliki otoritas di bidang politik
maupun agama. Setelak el embangan bahasa tersebut
mengalami penyera i,.berkembang maknanya
berarti asas, .d turi bearti asas,
dasar, dan impulan kaidah
yang meng esama anggogia

arakat } . H. jelaskau

gan:

2 eyl LT ey s

“suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi

tHN-HVIANM BONJOL
Dari dua takgifni & Digauli menyi 1 bahwa kata-kata dustur
samadengan constifitio BA)N Undang-Undang Dasar

dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian siyasah dusturiyyah adalah
bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara

agar sejalan dengan syariat Islam. Siyasah dusturiyyah merupakan bahasan

mengenai pengaturan dan perundang-undangan kenegaraan dari segi
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persesuaian dengan prinsip prinsip agama dan merupakan realisasi
kemaslahatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dalam bernegara.
Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari fikihsiyasah yang membahas
perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-
konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagaimana cara
perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan

pilar penting dalam perundang-unc tersebut.

bernilal, setiap peraturan seca ditetapkan oleh negara dan tidak

bertentangan dengan ajaran agama, wajib di penuhi setengah mati (Ibnu &

UINIMAM BONJOL

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma
aturan perundang-PA AN @gga dijadikan landasan
utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan
dengan nilai-nilai syari,at. Dengan demikian semua peraturan perundang-
undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap

negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari,at



33

yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah,
akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, siyasah
dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari“at (Igbal, 2014)

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara
pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam

siyasah dusturiyah biasanya

nya membahas pengaturan dan
perundang-undangan y ihwal kenegaraan dari segi

persesuaian den merupakan realisasi

UIN IMAM BONJOL
PADANG



